BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan tentang Implementasi Hasil
Reses DPRD Dalam Pengambilan Kebijakan Penyusunan Kebijakan APBD di Kota
Gorontalo maka yang menjadi kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai

berikut:

Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi hasil reses DPRD dalam
penyusunan kebijakan APBD yang dikaji dari: a. perencanaan, b. pelaksanaan, c.
pelaporan dinilai belum berjalan efektif. Pelaporan kegiatan hasil Reses perlu di
optimalkan melalui penyampaian format laporan yang baku agar hasil reses dapat
di tuangkan dalam dokumen Pokok Pokok Pikiran DPRD sehingga dapat di
evaluasi dan di tindaklanjuti sebagai usulan DPRD dalam penyusunan kebijakan
APBD . Faktor penentu keberhasilan implementasi hasil reses DPRD, yang dikaji
dari: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dari ketiga faktor penentu tersebut,
faktor yang paling determinan adalah Sumber Daya Manusia karena sumberdaya
manusia dinilai belum mampu untuk mengimplementasikan hasil reses dalam
kebijakan penyusunan APBD sehingga kedepannya perlu adanya peningkatan
kompetensi dan pengetahuan bagi aparatur di Sekretariat DPRD Kota Gorontalo
baik melalui pendidikan formal maupun informal agar dapat mengimplementasikan
hasil Reses tersebut, kemudian faktor yang kedua yang paling determinan adalah

komunikasi, karena komunikasi penting bagi Anggota DPRD saat bertatapan
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dengan masyarakat pada saat reses dan dalam menindaklanjuti hasil reses pada
rapat rapat DPRD. Komunikasi informasi yang kurang jelas, tidak bertransmisi, dan
tidak konsisten dapat berpengaruh pada Implementasi hasil reses dalam kebijakan

penyusunan APBD.

A. Saran
Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaporan Kegiatan hasil Reses perlu di optimalkan melalui penyampaian
format laporan yang baku agar hasil reses dapat di tuangkan ke dalam
dokumen Pokok Pokok Pikiran DPRD sehinga hasil reses dapat di evaluasi
dan sebagai usulan DPRD dalam penyusunan kebiajakan APBD untuk
tahun berikutnya.

2. Perlu pendidikan pelatihan kompetensi bagi Aparatur di Sekretariat DPRD
agar optimal dalam mengimpelemantasikan kegiatan reses anggota DPRD.

3. Memfungsikan pelaksanaan tugas masing masing pendamping reses guna
efektif pelaksanaan kegiatan dan efisiensi anggaran sehingga samua
aparatur fokus bekerja dalam mengimplementasikan reses.

4. Tata Tertib DPRD sebaiknya memuat mekanisme dari perencanaan |,
pelaksanaan , dan pelaporan yang lebih rinci dan sistimatis sehingga dapat
di jadikan panduan bagi Anggota DPRD dalam mengimplementasikan
Reses DPRD.

5. Disarankan hasil Reses DPRD yang berupa Pokok Pokok Pikiran DPRD
agar di paripurnakan untuk menjadi acuan dalam mengimplementasikan

hasil Reses dalam penyusunan APBD Kota Gorontalo.
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